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 KATA SAMBUTAN

Prof. dr. Diah Natalisa, M.B.A.
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Pertama-tama saya ucapkan sukses atas hari jadi Sekolah Tinggi
[Imu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) ke- 28. STIHPADA sebagai
salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang bernaung di lingkup LLDikti2
dengan kekhususannya adalah di bidang hukum. Sesuai dengan Visinya
yaitu Pada Tahun 2030 STIHPADA menjadi Pusat Keunggulan untuk
Keahlian Bidang Ilmu Hukum yang berkualitas dalam menjunjung tinggi
nilai-nilai Pancasila.

“Saya pribadi menyaksikan sendiri perjalanan STIHPADA yang
begitu pesat baik dari Sarana Prasarana, Pengembangan Sistem Informasi,
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan juga Pengembangan Prodi
dan Institusi”. Fasilitas dan dan kinerja STIHPADA semakin maju,
sehingga Saya yakin dan percaya STIHPADA telah mampu sejajar dengan
Perguruan Tinggi lainnya baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Tak lupa Saya juga ucapkan selamat atas telah terbitnya buku
Pembaruan Hukum Menuju Hukum Milenial memperingati Dies Natalis
STIH-Sumpah Pemuda (STIHPADA) ke-28. Harapan Saya kompilasi
tulisan ini dapat menjawab tantangan hukum di era 4.0 di mana kaum
milenial sebagai agent of change dan juga agen revolusi mental yang
adaptif terhadap dinamisnya perubahan saat ini.



Terkhusus di bidang hukum kehadiran STIHPADA harus dapat
mengakomodir setiap perubahan yang ada, kemampuan dalam
menuangkan gagasan dan ide kreatif ke dalam action tidak terjadi secara
instan. Hal tersebut memerlukan kemauan untuk senantiasa berlatih
dan meningkatkan kapasitas diri.

Akhir kata Saya ucapkan semoga dengan terbitnya Buku Pembaruan
Hukum Menuju Hukum Milenial dapat memberi manfaat bagi kita semua
terkhusus Penulis dan juga Institusi STIHPADA.

Sebelum mengakhiri sambutan ini izinkan Saya menyampaikan
Pantun.

“Palembang Kota Wisata
Pempek Ikan Belida Jadi Andalannya
Maju Terus STIHPADA

Teruslah Bermanfaat Bagi Semua”

Demikian Billahitaufik Wal Hidayah Wassalammualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 28 Oktober 2022

Prof. Dr. Diah Natalisa, M.B.A.
(Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB)
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" TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBUAH
AKSIOMA ANTARA /NDEPENDENT CRIMES DAN
FOLLOW UP CRIMES

Dr. H. Yuli Asmara Triputra, S.H., M.Hum.*

A. Latar Belakang

Istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak tahun -
1930 di Amerika Serikat,? yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang
sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah
perusahaan pencucian pakaian atau disebut Laundromat yang ketika itu -
terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian itu berkembang maju,
dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha
lainnya ditanamkan ke usaha pencucian pakaian ini, seperti uang hasil
minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran.

Istilah pencucian uang dibawa ke jenjang internasional melalui
pemberlakuan Konvensi PBB melawan Pengedaran Gelap Narkotika
dan Psikotropika (selanjutnya disebut Konvensi Wina PBB 1998).*

1Penulis adalah Dosen Tetap STIH Sumpah Pemuda Dengan NIDN,
0202077402

2Adrian Sutedi, Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan
Kepailitan, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, him 17. '

3Hanafi Amrani, Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim Anti-
Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdikst
Pidana, dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2015, hlm 3
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Konvensi ini merekomendasi para pihak untuk mengkriminalisasi
praktik pencucian uang dan pengedaran narkoba. Konvensi ini diakui
sebagai langkah terpenting internasionalisasi dan kriminalisasi dalam
merespons kegiatan pencucian uang. Konvensi ini juga memainkan
peran signifikan dalam memperkenalkan konsep pencucian uang ke
seluruh dunia. Dari inisiatif internasional ini, istilah pencucian uang
menyebar ke seluruh dunia melalui legislasi dan regulasi domestik
egara masing-masing.

Pada tahun 1997 Indonesia telah meratifikasi United Nation Convention
- Against ucit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1998 (Konvensi
- 1998). Konsekuensi ratifikasi tersebut, Indonesia harus segera membuat
aturan untuk pelaksanaannya. Kenyataannya meskipun sudah ada UU No.
15 Tahun 2002, namun penerapannya kurang sehingga akhirnya masuk
daftar hitam negara yang tidak kooperatif. Bahkan Indonesia dicurigai
sebagai surga bagi pencucian uang. Antara lain karena menganut sistem
ilevisa bebas, rahasia bank yang ketat, korupsi yang merajalela, maraknya
kejuhatan narkotik, dan tambahan lagi pada saat itu perekonomian
ndonesia dalam keadaan yang tidak baik, sehingga ada kecenderungan
wkan menerima dana dari mana pun untuk keperluan pemulihan.

Tindak Pidana Pencucian Uang tidak atau belum ada definisi secara
unlversal dan komprehensif, namun beberapa ahli mengemukakan di
taranya:*

Welling mengemukakan bahwa “money laundering is the process by
which one conceals the existance, illegal source, or illegal application of
income, and than disguises that income to make it appear legitimate”.

Sementara itu, Black Law’s Dictionary mengemukakan bahwa:®

“Money Laundering is term applied to taking money gotten illegally and
washing or laundering it so it appers to have been gotten legally”.

Sementara itu, lembaga internasional yang memiliki concern
adap pencucian uang, yaitu The Financial Action Task Force (FATF)
mana Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut aktif di dalamnya
definisikan pencucian uang sebagai:

‘Nurmalawaty, “Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang
#y Laundering) dan Upaya Pencegahannya”, Jurnal Equality, Vol.11 No.1
arl 2006, Medan, USU, 2006, hlm. 2.

"bid,
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'

“Money laundering as the processing of criminal proceeds to disguise their
illegal origin in order to legitimise the ill-gotten gains of crime”.

Problematik pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal
dengan nama “money laundry” mulai sekarang dibahas karena banyak
menyita perhatian dunia internasional disebabkan dimensi dan
implikasinya yang melanggar batas-batas negara. Sebagai suatu
fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang
dinamakan “organized crime”, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut
menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari
akan dampak kerugian yang ditimbulkan.®

Setiap negara memiliki unsur-unsur actus reus dan mens rea tindak !
pidana pencucian uang yang serupa bahkan identik,” namun mereka
memiliki tindak pidana asal yang berbeda yang mendasari tindak pidana
pencucian uang berdasarkan pendekatan yang mereka terapkan. Ini bisa i
terjadi karena tiap-tiap negara mempertimbangkan bermacam urusan "'
dalam negerinya. Selain itu, tiap- tiap negara juga memiliki kemampuan |
berbeda dalam membuktikan keterkaitan antara pencucian uang dan
tindak pidana asalnya. “

Hal tersebutlah yang menarik minat penulis untuk menelitinya
secara lebih mendalam menjadi sebuah karya ilmiah berjudul: -
“TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBUAH AKSIOMA
ANTARA INDEPENDENT CRIMES DAN FOLLOW UP
CRIMES”. i

B. Permasalahan

Dalam karya ilmiah ini, penulis ingin membahas mengenai konsep j
konsep dasar Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Independent Crimes.
dan Follow up Crimes? |

C. Pembahasan

Secara populer dapat dijelaskan bahwa aktivitas pencucian uang secara\
umum merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan
atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana

“Ibid.
"Ibid

94  Pembaruan Hukum Menuju Hukum Milenial



yang kerap dilakukan oleh organization crime,® maupun individu yang
melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotika dan tindak pidana
lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal usul
uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat
digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa
aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.

Objek dari Pencucian Uang menurut Sarah N. Welling,® money
laundering dimulai dengan adanya Dirty money atau “uang kotor” atau
“uang haram”. Menurut Welling, uang dapat menjadi kotor dengan dua
cara, cara pertama ialah melalui pengelakan pajak (tax evasion). Yang
dimaksud dengan “pengelakan pajak” ialah memperoleh uang secara
legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk
keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya
diperoleh. Cara yang kedua ialah memperoleh uang melalui cara-cara
yang melanggar hukum.

Pencucian uang dapat dilakukan untuk berbagai tujuan di antaranya
sebagai berikut.
|, Menyembunyikan uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari
kejahatan. Hal ini bertujuan agar uang atau kekayaan tersebut tidak
dipermasalahkan secara hukum dan tidak disita oleh pihak yang
berwajib atau juga agar tidak dicurigai banyak orang.

! Menghindari penyelidikan dan/atau tuntutan hukum. Pelaku
kejahatan ingin melindungi atau menghindari tuntutan hukum
dengan cara “menjauhkan” diri mereka sendiri dari uang atau harta
kekayaan, misalnya dengan menyimpannya atas nama orang lain.

1 Meningkatkan keuntungan. Pelaku kejahatan bisa saja mempunyai
beberapa usaha lain yang legal. Seringkali, uang hasil kejahatan
disertakan ke dalam perputaran usaha-usaha mereka yang sah
tersebut. Akibatnya, uang hasil kejahatan bisa melebur ke dalam
usaha atau bisnis yang sah, menjadi lebih sulit terdeteksi sebagai
hasil kejahatan, dan juga dapat meningkatkan keuntungan bisnis
yang sah tersebut.

*Ibid

'Emmy Yuhassarie, Tindak Pidana Pencucian Uang: Prosiding Rangkaian Lokakarya
tas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Cetakan 1,
fta Selatan: Pusat Pengkajian Hukum, 2005, him. 45.

Bagian 1 | Hukum Pidana dan Kriminologi 95




tersebut antara lain sebagai berikut.'
1.

pidana yang berdiri sendiri (independent crimes) dapat ditunjukkan ¢

Terdapat beberapa tahapan dalam proses pencucian uang, tahapan

Placement (penempatan). Pada tahap penempatan bentuk uang
diubah karena sebagian besar aktivitas kejahatan modern |
khususnya pengedaran obat bius (narkoba), bergantung pada
uang tunai sebagai alat pertukaran utama, mekanisme penempatan
biasanya melibatkan pengubahan mata uang menjadi bentuk
lainnya, contohnya sejumlah besar uang tunai yang diterima oleh
penjual narkoba didepositokan dalam transaksi berulang dalam
rekening bank sehingga bentuk uang itu satu langkah lebih jauh
dari asal ilegalnya semua uang tunai sekarang telah menjadi suatu -
bagian elektronik dalam lautan uang; |
Layering (penyelubungan, pelapisan). Setelah pencucian uang
berhasil melakukan tahap placement, tahap berikutnya adalah
layering atau disebut pula haevy soaping. Dalam tahap ini pencuci
uang berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan
itu dari sumbernya. Adapun hal itu dilakukan dengan cara
memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank yang lain dan
dari negara yang satu ke negara yang lain sampai beberapa Kali,
yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-
mecah jumlahnya sehingga dengan pemecahan dan pemindaha
beberapakali itu asal-usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat
dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum;

Integration (pengintegrasian). Dalam tahap ini dapat dikataka
juga bahwa pelaku menggabungkan dana yang baru dicuci dengg
dana yang berasal dari sumber yang sah sehingga lebih suli
untuk memisahkan keduanya. Setelah mencapai tahap ini, pelakt
kejahatan bebas menggunakan dana tersebut dengan berbagai cara
Hasil kejahatan ini bisa diinvestasikan kembali ke dalam kegiataf
kriminal dan kemudian digunakan untuk melakukan kejahata
lain seperti terorisme. Dana ilegal juga dapat digunakan untuk
berinvestasi dalam perekonomian yang sah. '

Pernyataan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak

Publishing, him. 41.

0Tb. Trman S., Hukum Pembuktian Pencucian Uang, Cetakan 1, Bandung: MQS



antaranya dengan adanya perbedaan objek antara tindak pidana asal
dan tindak pidana pencucian uang. Umumnya, objek dari tindak pidana
asal adalah perbuatan dan pembuat (pelaku), sedangkan objek tindak
pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak
pidana. Perbedaan objek kedua tindak pidana tersebut berdampak
terhadap pembuktian secara normatif, di mana pembuktian atas tindak
pidana asal adalah terhadap perbuatan dan kesalahan pada pembuatnya,
sedangkan pembuktian atas harta kekayaan dalam tindak pidana
pencucian uang mensyaratkan dulu pada perolehan harta kekayaan
yang diduga berasal dari tindak pidana.

Konkretisasi dari pemaknaan bahwa Tindak Pidana Pencucian
lJang merupakan sebuah Independent Crimes dapat dipahami jika dibuat
penafsiran secara sistematis pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, dan
PMasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
1PPU. Bahwa Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan TPPU merupakan pasal-pasal yang
mengkriminalisasi TPPU yang masing-masing pasal tersebut memuat
unsur “diketahui atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana”.

Menurut penulis, unsur tersebut merupakan unsur esensial
~ hurl delik pencucian uang. Adapun dengan merujuk pada pengertian
“diketahui atau patut diduganya bahwa kekayaannya tersebut berasal
~ Wurl hasil kejahatan”, maka dapat dipahami bahwa kejahatannya itu
~wendiri tidak wajib untuk selalu dibuktikan terlebih dahulu, sedangkan
hsur diketahui atau patut diduganya dapat disimpulkan oleh Majelis
Makim melalui fakta-fakta yang diperoleh di persidangan. Penjelasan
Aeisebutlah yang merepresentasikan kedudukan TPPU sebagai
Wilependent crimes berkaitan dengan unsur esensial delik TPPU.

Perihal frasa: “tidak wajib untuk selalu dibuktikan terlebih
ulu" di atas, merupakan perwujudan dari Pasal 69 UU TPPU yang
yatakan bahwa “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan
riksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang
wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Dari hal
butlah menurut penulis kita dapat melihat unsur dan keberadaan
endent Crime dari perspektif pembuktian delik.!' Ketentuan ini
sering dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa dalam keadaan

i '_‘lbl’d-. 4
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dan materiele dader TPPU) tetap memiliki keterkaitan dengan instrumen
deelneming. Secara konseptual bahwa dalam hal terjadinya perbuatan
Pelaku Pasal 3 UU TPPU, dimungkinkan terdapat 2 (dua) varian pelaku -
TPPU, yakni sebagai berikut.'

a.  Self Laundering, yakni pencucian hasil kejahatan oleh pihak yang |
terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana asal; (baik kejahatan yang |
dilakukan oleh materiele dader tindak pidana asal secara sendiri tanpa
melibatkan pihak lain sama sekali, maupun yang melibatkan materiele dader
tindak pidana asal dan sindikat kejahatan secara bersama-sama);

b.  Third Party Laundering, adalah pencucian hasil kejahatan oleh pihak
yang tidak terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana asal.

Dalam hal jika penyidikan, penuntutan atau persidangan antara
materiele dader tindak pidana asal dengan pelaku yang bukan materiele dader
tindak pidana asal dilakukan nyaris bersamaan sehingga perkara pelaku
pencucian uang yang notabene bukan materiele dader tindak pidana asal
tersebut dapat diproses lebih dahulu dibandingkan materiele dader tindak
pidana asal, selama berkas perkara dipisah (splitshing) dan diproses dalam’
selisih waktu yang tidak lama. Dalam model pembuktian sebagaimana
pada poin (c) inilah yang dimaksud dengan independent crime.

Menguatkan pendapat Muh. Afdal Yanuar dalam Jurnal Konstitusi,,
Volume 16, Nomor 4, Desember 2019 yang berjudul “Diskursus
Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime
dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/
PUU- XI11/2015”, penulis sangat sepakat, bahwa pemaknaan TPPU
sebagai independent crime, bukan berarti bahwa tidak ada tindak
pidana asal atas terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut,
melainkan dikarenakan pelaku (materiele dader) tindak pidana asal
tidak ada atau tidak diketahui/ditemukan keberadaannya, tetap
aset yang diduga kuat berasal dari tindak pidana tersebut dikuas
oleh pihak lain, yang aliran dananya berasal dari materiele dader
tindak pidana asal dan teridentifikasi oleh stakeholder atau ole
penegak hukum, maka terhadap pihak lain tersebut dapat dijera
dengan TPPU tanpa perlu menunggu diproses-hukumnya materiel

12Gebriele Bernascone dan Paola Sangiovani, “Self-Laundering: A New Cri
Triggering Criminal Corporate Liability”, dalam Italy Legal Focus, Milano: Febru
2015, him. 1.
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luder tindak pidana asal tersebut sehingga sederhananya dapat
lipahami bahwa perihal poin (c) ini hanya relevan pada pemahaman
terhadap pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam keadaan
tertentu, bukan pemahaman terhadap terjadinya Tindak Pidana
Pencucian Uang secara faktual.

Follow up crime merupakan pemahaman tentang tindak pidana
pencucian uang yang mensyaratkan bahwa tindak pidana pencucian
Wang dapat terjadi setelah adanya kejahatan asal (predicate crime).
Medicate crime di sini mengacu kepada semua tindak pidana yang
Mmerupakan core crimes dari tindak pidana pencucian uang yang
erupakan follow up crimes. Persepsi bahwa Tindak Pidana Pencucian
ung sebagai follow up crime tidak terlepas dari titik anjak yang
Ibangun melalui sebuah korelasi antara tindak pidana pencucian uang,
Moceed of crime, dan Predicate Crime. Sederhananya, jika diilustrasikan,
peimahaman tersebut dapat dibangun dari ilustrasi terjadinya Tindak
tlana Pencucian Uang yang secara faktual, yang dapat digambarkan
bagai berikut:'

Tersembunyikan/

IN_ | Proceed of | iy

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai follow up crime muncul ke
mukaan setelah diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.
PUU-XII1/2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “Tindak
duna Pencucian Uang adalah tindak pidana lanjutan (follow up crime)
Ny merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (predicate crime).
dungkan tindak pidana asal (predicate crime) merupakan tindak
uia yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian
kukan upaya pencucian. Oleh karena itu, tidaklah mungkin
1PPU tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu.
yataan tersebut juga sering disebut dengan sebuah pameo dalam

I anti-pencucian uang yang menyatakan “No Money laundering

Money
Laudering

Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
menyatakan bahwa “Hasil Tindak Pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh
k pidana”. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam unsur tindak pidana
lan vang, tidak hanya mensyaratkan adanya tindak pidana asal (predicate
, tapi juga hasil kejahatan (proceed of crime).
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without Predicate Offences”."* Pernyataan tersebut juga merupakan
bagian dari ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/
PUU-XII1/2015 untuk menyatakan bahwa terhadap ketentuan Pasal
69 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang tetap konstitusional dan memiliki |
kekuatan mengikat.

Tambah lagi, diakui pula oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Tindak
Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana lanjutan (follow up crime)
yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (predicate crime),
sebagai sebuah upaya untuk menyembunyikan, atau menghilangkan
jejak, sedemikian rupa sehingga tidak dapat diketahui bahwa harta
kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana. Sedangkan tindak pidana
asal (predicate crime) merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang/
harta kekayaan yang kemudian dilakukan proses pencucian. Oleh karena
itu, tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya
terlebih dahulu. Oleh sebab itu, dalam sudut pandang follow up crime,
dimunculkan sebuah aksioma bahwa no money laundering without predicate |
offences (tidak ada pencucian uang tanpa tindak pidana yang dilakukan).

D. Kesimpulan

Dalam menafsirkan suatu ketentuan undang-undang, tidak boleh
menyimpang dari maksud pembentuk undang-undang maupun dasar
konstitusionalitasnya. Harus diakui bahwa baik dalam Memorie van
Toelichting UU TPPU maupun Pertimbangan Hukum Hakim dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan UU TPPU, kesemuanya
menyatakan bahwa sebagai delik, TPPU merupakan sebuah follow
up crime sehingga menjadi sebuah postulat/aksioma yang tidak bisa
dibantahkan bahwa jika hendak menyatakan terjadinya delik pencucian
uang, maka harus voltooid (sempurna/selesai) dulu tindak pidana
asalnya.

Meskipun melihat dengan perspektif terjadinya delik secara faktual,
TPPU adalah follow up crime yang mengharuskan voltooid (selesai)-nya

14pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa “Untuk dapat dilakukan
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak
Pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana
asalnya”. e
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Tindak Pidana Asal terlebih dahulu, baru kemudian dimungkinkan
(erjadinya TPPU, akan tetapi melihat dari perspektif pembuktian
(dengan mengharuskan membuktikan Tindak Pidana Asal dulu baru
membuktikan TPPU) bisa jadi akan berbeda, karena apa yang terlihat
secara faktual tidak akan melulu sama dengan yang terjadi dalam
beracara. Oleh sebab itu, dalam keadaan tertentu tetap dibutuhkan
suatu instrumen hukum untuk menjamin proses hukum bagi pelaku-
:'pclaku kejahatan yang tidak dapat dijamah oleh norma-norma yang
umum dalam konteks pembuktian.
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